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ABSTRAK 
 
RAINER SENDJAJA (B11112681), Penyidikan Tindak Pidana Penipuan  Jual 
Beli Tiket Pesawat On Line di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi 
Selatan di bawah bimbingan Abd. Asis sebagai pembimbing I dan Amir Ilyas 
sebagai pembimbing II. 
 
Penggunaan media sosial sekarang ini begitu pesatnya, hal ini dikarenakan 
perkembangan teknologi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin 
terbuka akan teknologi modernitas. Maka dari itu pada kenyataanya sesuai 
perkembangannya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak 
yang   berniat   jahat   untuk   menyalahgunakannya.   Dari fenomena itulah adanya 
tindak pidana melalui internet. 
 
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimanakah penyidikan 
perkara tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat on line di wilayah hukum 
Kepolisan Daerah Sulawesi Selatan. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara pengambilan data dan wawancara dengan pihak-pihak yang 
berkompeten dalam hal ini anggota Polri selaku penyidik pada Ditreskrimsus 
Kepolisian Daerah Sulsel yang pernah menangani kasus berkaitan dengan tindak 
pidana penipuan jual beli tiket pesawat on line. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana penipuan jual 
beli tiket pesawat on line faktor kurangnya pengetahuan yang dimiliki korban untuk 
menghindari kejahatan cybercrime dan kurangnya pengetahuan mengenai 
bertransaksi secara aman dan nyaman melalui internet. Upaya penanggulangan yang 
dilakukan oleh pihak Kepolisian di wilayah Sulawesi Selatan dalam hal ini yang 
dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dilakukan dengan 
dua cara, yaitu melalui upaya preventif (pencegahan) dengan cara sosialisasi dan 
pemblokiran situs yang dianggap memiiliki muatan yang dilarang oleh undang-
undang serta dengan upaya represif (penal). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan Nasional di Indonesia telah mencapai era tinggal landas. Hal 
ini antara lain ditenggarai oleh semakin meningkatnya dua faktor utama yang 
dianggap sebagai kunci keberhasilan pembangunan dalam rangka memenuhi tuntutan 
era globalisasi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pemamfaatan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Salah satu produk IPTEK yang 
kecanggihannya berkembang pesat dan hampir menguasai seluruh aspek kehidupan 
masyarakat modern adalah teknologi komputer. 
Teknologi komputer mencakup Teknologi informasi dan komunikasi telah 
mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping 
itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi non teritori 
(tanpa batas) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung 
demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena 
selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban 
manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. 
Penggunaan teknologi internet banyak menyelesaikan persoalan yang rumit 
secara efektif dan efisien. Kecanggihan teknologi ini juga berpotensi membuat orang 
cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang 
berlaku. Penggunaan  teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru 
yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu 
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ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau 
realitas virtual (virtual reality). Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan Borderless 
World. 
Diantara banyaknya manfaat dari perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi, muncul sisi negatif dengan mulai berjamurannya kejahatan yang 
dilakukan dengan mengunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Dampak 
negatif dari perubahan pola perilaku pada era kehidupan global tersebut nampak dari 
berkembangnya kriminalitas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kini mulai 
muncul berbagai jenis kejahatan dengan dimensi baru seperti penyalahgunaan 
komputer, kejahatan perbankan dan lain sebagainya yang semakin sulit untuk 
ditanggulangi. Kejahatan yang bermunculan dengan menggunakan sarana teknologi 
informasi dan komunikasi hingga saat ini masih terdapat perbedaan dan belum ada 
kesepakatan dalam peristilahannya. Dalam  menggunakan jasa pada dunia maya 
masyarakat cenderung bebas berinteraksi, beraktifitas dan berkreasi yang hampir 
sempurna pada semua bidang. Masyarakat sedang membangun kebudayaan baru di 
ruang maya yang dikenal dengan istilah Cyberspace. 
Menurut Howard Rheingold bahwa Cyberscpace adalah sebuah ruang 
imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa 
saja yang biasa dilakukan manusia untuk “hidup” dalam dunia alternatif. Sebuah 
dunia yang dapat mengambil alih dan menggantikan realitas yang ada, yang lebih 
menyenangkan dari kesenangan yang ada yang lebih fantastis dari fantasi yang ada, 
yang lebih menggairahkan dari kegairahan yang ada. Cyberspace menjadi sebuah 
simbol pelopor yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek 
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sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Komputer seolah-olah benda ajaib yang 
menjadi rujukan apa saja, dan menjadi alat penghubung jutaan bahkan mungkin 
sudah milyaran umat manusia. 
Kegiatan siber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai 
tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Oleh karena itu perkembangan teknologi 
informasi, transaksi elektronik dianggap sebagai dalam kehidupan social sehari-hari 
dengan cara-cara yang baru, istilah Cyberspace ini lahir dari William Gibson seorang 
penulis fiksi ilmiah (science fiction), kata cyberspace di  temukan dalam novelnya 
yang berjudul “Veiwomancerdan Virtual light”.  Salah satu revolusi terbesar yang 
mengubah nasib jutaan manusia dan kehidupan modern dewasa ini adalah di 
temukannya komputer, yang segera disusul oleh berkembangan pesatnya tehnilogi 
informasi. 
Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya 
kejahatan yang disebut dengan “Cybercrime” atau kejahatan melalui jaringan 
Internet. Munculnya beberapa kasus “Cybercrime” di Indonesia, seperti pencurian 
kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya 
email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak 
dikehendaki ke dalam programmer komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer 
dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan 
seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil 
adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.  
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Adanya Cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah 
sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, 
khususnya jaringan internet dan intranet. 
Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang         
diaplikasikan dengan Internet dalam segala bidang seperti e-banking, e-commerce,         
e-government, e-education dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang lumrah. 
Bahkan apabila masyarakat terutama yang hidup di kota besar tidak  bersentuhan 
dengan persoalan teknologi informasi dapat dipandang terbelakang atau ”GAPTEK”. 
Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace  yaitu sebuah 
dunia komunikasi berbasis computer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk 
virtual (tidak langsung dan tidak nyata).  
Perkembangan Internet yang semakin hari semakin meningkat baik 
teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun 
negatif. Tentunya untuk yang bersifat positif kita semua harus mensyukurinya karena 
banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, misalnya kita dapat 
melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan e-banking, e-commerce juga 
membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa 
mengenal tempat.  
Mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga bukan 
hal yang sulit dengan adanya e-library dan banyak lagi kemudahan yang didapatkan 
dengan perkembangan Internet. Tentunya, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi 
Internet membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang 
ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti 
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pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan 
media komputer secara online dengan risiko tertangkap yang sangat kecil oleh 
individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk 
masyarakat maupun Negara disamping menimbulkan kejahatan-kejahatan baru. 
Banyaknya dampak negatif yang timbul dan berkembang, membuat suatu paradigma 
bahwa tidak ada komputer yang aman kecuali dipendam dalam tanah sedalam 100 
meter dan tidak memiliki hubungan apapun juga. 
Masalah-masalah cybercrime selalu menjadi masalah yang menarik karena 
beberapa alasan, antara lain karena permasalahan tersebut masih tergolong baru, 
berkaitan dengan teknologi yang hanya sebagian orang mampu melakukannya, 
terbatasnya jangkauan hukum untuk mengantisipasi dan lain sebagainya. Di 
Indonesia penanganan permasalahan ini masih terkesan sporadis dan tidak serius, 
padahal apabila permasalahan ini dibiarkan akan berimbas pada kepercayaan 
terhadap dunia usaha di Indonesia. 
Saat ini, penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai 
tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya, Indonesia dijuluki sebagai negara kriminal 
internet. Bahkan Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar pelanggaran internet 
terbesar di dunia. Karena itu, tak heran, apabila saat ini, pihak luar negeri langsung 
menolak setiap transaksi di internet menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan 
perbankan Indonesia. Maraknya kejahatan di dunia maya (Cybercrime) merupakakan 
imbas dari kehadiran Teknologi Informasi (TI), yang di satu sisi diakui telah 
memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Namun demikian, di sisi 
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lainnya, kemudahan tersebut justru sering dijadikan sebagai alat untuk melakukan 
kejahatan di dunia maya seperti yang sering kita saksikan belakangan ini. 
Oleh karena itu, untuk mencegah merajalelanya cybercrime, maka perlu 
dibuat aturan hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia 
maya. Bahkan, dengan pertimbangan bahwa pengembangan teknologi informasi 
dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru, terutama dalam penyalahgunaan 
teknologi informasi. 
Indonesia telah meratifikasi salah satu Rancangan Undang-Undang yang 
berkaitan dengan kejahatan dunia maya (Cybercrime) yaitu Undang- Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 
ITE). Undang- Undang ITE ini diharapkan dapat menganggulangi kejahatan-
kajahatan yang menggunakan sarana tehnologi, informasi dan elekekrtonik (cyber 
crime).  
Pada Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang 
memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, penanganan kasus cyber crime di 
wilayah hukum Polda Sulsel diserahkan pada satuan kerja Ditreskrimsus Polda 
Sulsel sesuai dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 22 tahun 2010 yang dalam 
hal ini ditangani oleh Sub Direktorat II Fiskal, Moneter dan Devisa (SUBDIT II 
FISMONDEV) Unit Cyber crime, dimana salah satu tugas pokok fungsinya adalah 
mengadakan penyelidikan dan penyidikan  tindak pidana yang  berhubungan   
dengan  tehnologi  informasi, telekomunikasi, transaksi elektronik dan HAKI.  
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Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket 
Pesawat On Line di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian 
skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket 
Pesawat On Line di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan? 
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses Penyidikan Tindak Pidana 
Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line? 
 
C. Tujuan dan kegunaan penelitian 
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket 
Pesawat On Line di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses Penyidikan Tindak 
Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line. 
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Kegunaan-kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan atau informasi 
yang mempunyai kepentingan dengan masalah tindak pidana penipuan jual 
beli tiket pesawat on line. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa 
sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam 
rangka mencegah terjadinya penipuan jual beli tiket pesawat on line 
3. Untuk memberikan masukan bagi akademisi yang akan mengadakan 
penelitian yang sejenis. 
4. Diharapkan hasil penelitian pada penulisan skripsi ini dapat memberikan 
wawasan kepada khalayak umum mengenai tindak penipuan jual beli tiket 
pesawat on line. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan 
mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. 
Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari 
bahasa latin yakni kata delictum.  
Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan 
pidana.Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan 
formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi 
dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1).Secara substansif, pengertian 
dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang 
dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. 
Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :“Tindak pidana adalah 
perbuatan yang oleh aturan hukum dilarangdan diancam dengan 
pidana.Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif 
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(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan 
yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh 
hukum).” 
Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana”secara teoretis dapat 
dirumuskan sebagai berikut :“Suatu pelanggaran norma atau gangguan 
terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 
telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum.” 
Jonkers merumuskan bahwa : “Tindak pidana sebagai perisitiwa 
pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatanyang melawan hukum 
(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan 
yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” 
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari 
oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, 
yaitu : 
1. Subjek; 
2. Kesalahan; 
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan 
pidana; 
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
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Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok 
dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana 
atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya 
suatu perbuatanmengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas 
(Principle of Legality) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu 
dalam perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia 
Lege Poenali). 
 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu 
atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan 
kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, 
demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah 
mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu 
dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan 
dan pelanggaran. 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan 
pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran 
lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari 
ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan 
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pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan 
kejahatan dengan ancaman pidana penjara. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa 
larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak 
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai 
syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada 
perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang 
dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang 
dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 
dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, 
sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang 
dalam rumusannya mengandung culpa. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak 
pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif 
adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. 
Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya 
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diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. 
Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah 
tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak 
pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.Tindak 
pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara 
formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur 
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak 
pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada 
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan 
cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu 
akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau 
mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,dapat dibedakan antara 
tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu 
lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya 
atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut 
juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya, ada tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu 
berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana 
itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan 
voordurende delicten. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai 
tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. 
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f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum 
dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua     
tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum 
pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana 
khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi 
KUHP. 
g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan 
tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh 
orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu 
dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan 
tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: 
pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan 
pelayaran). 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak 
pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk 
dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan 
adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan 
adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila 
terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan 
pengaduan. 
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i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat 
ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi : 
1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat 
juga disebut dengan bentuk standar; 
2. Dalam bentuk yang diperberat; 
3. Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada 
bentuk yang diperberat dan/atau diperingantidak mengulang kembali unsur-
unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk 
pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau 
ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara 
tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan 
menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat 
atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada 
bentuk pokoknya. 
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya 
dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur objektif. 
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Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah : 
a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa); 
b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan,pemalsuan, dan lain-lain; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang 
terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP; 
e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
  Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut : 
a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid; 
b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri; 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa 
teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. 
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Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori. 
Batasan tindak pidana oleh teoretis, yakni : Moeljatno, R.Tresna, Vos 
yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijky yang 
merupakan penganut aliran dualistis. 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh Undang-Undang; 
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum; 
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. 
Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada 
pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman 
(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu 
dalam kenyataannya benar-benar dipidana. 
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: 
a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman 
yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu 
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diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan pendapat 
Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu 
dijatuhi pidana. 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu 
adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan 
diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas 
terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau 
dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Dibandingkan 
dengan pendapat penganut paham monistis memang tampak berbeda dengan 
paham dualistis. Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur 
tindak pidana sebagai berikut: 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggungjawabkan. 
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat 
dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan atau kesalahan. 
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4. Cara Merumuskan Tindak Pidana 
Buku II dan Buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana 
tertentu. Terkait cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak 
pidana pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini akan 
dilihat dari 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana 
dalam KUHP. 
a. Cara Pencantuman Unsur-unsur dan Kualifikasi Tindak 
Pidana. 
Dapat dilihat bahwa setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, 
yaitu: 
a) Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, 
dan ancaman pidana. Cara yang pertama ini merupakan 
cara yang paling sempurna, terutama dalam hal 
merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok atau 
standar dengan mencantumkan unsur-unsur objektif 
maupun unsur-unsur subjektif, misalnya Pasal 378 KUHP 
(Penipuan). Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur 
yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana 
tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas dan 
untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak 
pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, semua unsur itu 
harus dibuktikan dalam persidangan. 
b) Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa 
kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Cara ini 
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merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam 
merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana 
yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan 
kualifikasi dalam praktik kadang-kadang terhadap suatu 
rumusan tindak pidana diberi kualifikasi tertentu. 
c) Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur 
yang dirumuskan dengan cara ini merupakan yang paling 
sedikit. Terdapat pada pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 
351 (1) KUHP tentang Penganiayaan. 
 
b.  Dari Sudut Titik Beratnya Larangan. 
Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan antara 
merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materil. 
1)  Dengan Cara Formil 
   Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan 
dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan 
perbuatan tertentu. Jadi, yang menjadi pokok larangan dalam 
rumusan ini adalah melakukan perbuatan tertentu.Dalam 
hubungannya dengan selesai tindak pidana, jika perbuatan 
yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu 
selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari 
perbuatan. 
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2) Dengan Cara Materil 
Perumusan dengan cara materil ialah yang menjadi pokok 
larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan 
akibat tertentudisebut dengan akibat yang dilarang atau akibat 
konstitutif. Titik berat larangannya adalah menimbulkan 
akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan 
akibat itu tidak menjadi persoalan.Dalam hubungannya dengan 
selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana 
bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi 
bergantung pada wujud perbuatan itu akibat yang dilarang 
telah timbul atau belum. Jika wujud perbuatan itu telah selesai, 
namun akibat belum timbul tindak pidana itu belum selesai, 
maka yang terjadi adalah percobaan. 
 
c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, 
Bentuk yang Lebih Berat, dan yang Lebih Ringan. 
 
1)  Perumusan dalam Bentuk Pokok 
Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan 
tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk 
yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan. Cara merumuskan 
dapat dibedakan antara merumuskan tindak pidana dalam bentuk 
pokok dan dalam bentuk yang diperberat dan atau yang lebih 
ringan. Bentuk pokok pembentuk Undang-Undang selalu 
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merumuskan secara sempurna dengan mencantumkan semua unsur-
unsur secara lengkap. 
 
2) Perumusan dalam Bentuk yang Diperingan dan yang 
Diperberat 
  Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih 
ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur 
bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan 
kembali, melainkan menyebut saja pasal dalam bentuk pokok 
(Pasal 364, 373, 379) atau kualifikasi bentuk pokok (Pasal 339, 
363, 365) dan menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan 
diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu. 
 
 B.  Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan. 
 
1. Pengertian Penipuan 
Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 2 
(dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut pengertian 
Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis, 
penjelasannya adalah sebagai berikut : 
a.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau 
perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan 
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maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan 
berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). 
Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) 
pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang 
tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau 
membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan 
maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk 
kepentingan dirinya atau kelompok. 
b.  Menurut Pengertian Yuridis 
Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari 
segi hukum sampai saat inibelum ada, kecuali yang dirumuskan dalam 
KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi 
melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan 
sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat 
dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai 
berikut : 
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan 
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, 
ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk 
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 
utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan 
dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.” 
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Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara 
maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan  
dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik 
penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang 
menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus 
mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan 
dakwaan subsidair adalah penggelapan.Menurut Cleiren bahwa tindak 
pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat 
(gevolgsdelicten) dan tindak pidana berbuat (gedragsdelicten)atau delik 
komisi. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 
Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab 
tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, 
masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB 
XXV ini dikenal dengan sebutan bedrog atau perbuatan orang. Bentuk pokok 
dari bedrog atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. 
Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-
unsur pokok, yaitu : 
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum. 
Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, 
yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan.Keuntungan ini adalah 
tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih 
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membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan 
demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan 
melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang 
menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum. 
b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan 
(nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan 
rangkaian kebohongan). 
Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara 
pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.Alat-alat 
penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai 
berikut: 
1) Nama Palsu 
Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan 
nama yang sebenarnya, meskipun perbedaantersebut sangat kecil. 
Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan 
nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan 
melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta. 
2) Tipu Muslihat 
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
sedemikian rupasehingga perbuatan tersebut menimbulkan 
kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada 
orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan 
atau tindakan.  
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3) Martabat atau Keadaan Palsu 
Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang 
memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan 
tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang 
ada dalam keadaan tersebut. 
4) Rangkaian Kebohongan 
Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat 
penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest            
8 Maret 1926, bahwa : 
“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai 
kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa 
dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain 
sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu 
gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.” 
 
Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun 
sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis 
dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau 
membenarkan kata orang lain. 
5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, 
atau memberi utang, atau menghapus utang. 
 Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan 
barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak 
dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam 
Arrest 25 Agustus 1923, bahwa : 
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“Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya 
yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. 
Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat 
penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup  terbukti  
tanpa  menguraikan  pengaruh  yang ditimbulkan karena 
dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi 
yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normalsehingga 
orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu 
harus menimbulkan 
dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut 
menyerahkan sesuatu barang.” 
 
C. Tindak Pidana Penipuan Secara On Line 
Penipuan secara online pada prinisipnya sama dengan penipuan 
konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni 
menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat 
telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat 
diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini 
adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa 
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan 
tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang 
lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi 
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hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan 
pidana penjara paling lama 4 tahun." 
Sedangkan, jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka pasal yang dikenakan 
adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Orang 
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 
Elektronik.  
Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45 ayat (2) 
UU ITE). Lebih jauh, simak artikel Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan 
Dalam Jual Beli Online. Untuk pembuktiannya, APH bisa menggunakan 
bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti 
sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional 
lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). Bunyi Pasal 5 UU ITE: (1) Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum 
yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 
hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan 
dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 
Indonesia.  
Sebagai catatan, beberapa negara maju mengkategorikan secara 
terpisah delik penipuan yang dilakukan secara online (computer related 
fraud) dalam ketentuan khusus cyber crime. Sedangkan di Indonesia, UU 
ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik 
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“Penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum 
dengan titik berat perbuatan “penyebaran berita bohong dan menyesatkan” 
serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut.  
Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. 
Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur 
“menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi 
dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa 
diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana 
atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti 
menimbulkan kerugian bagi orang lain. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penulis melakukan penelitian di Kota Makassar, tepatnya di Polda 
Sulsel satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang merupakan 
tempat dinas/bertugas penulis sendiri. Pertimbangan mengenai dipilihnya 
lokasi penelitian yaitu penulis dapat memperoleh data secara lengkap, akurat 
dan memadai sehingga memperoleh hasil penelitian yang objektif dan 
berkaitan dengan objek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi, 
yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penangan perkara tindak pidana 
penipuan jual beli tiket pesawat on line yang ditangani oleh satuab kerja 
Ditreskrimsus Polda Sulsel. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebgai dasar untuk 
menunjang hasil penelitian adalah : 
1) Data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara 
langsung (dari tangan pertama) atau diperoleh melalui 
penelitian di lapangan dengan pihak-pihak (penyidik) yang 
terkait, sehubungan dengan penelitian ini. 
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan 
menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang 
berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
 
C. Jenis Penelitian Data 
Jenis penelitian data yang digunakan penulis untuk memperoleh data 
dan informasi dalam penulisan ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni 
melalui metode penelitian lapangan (Field Research) dan Metode Penelitian 
Kepustakaan (Library Research) dengan pengertian : 
1) Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. 
Data primer dikumpulkan Penulis melalui wawancara langsung 
dengan pihak-pihak yang berkompeten (anggota Polri selaku 
penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sulsel Unit Cybercrime) 
2) Library research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni 
dengan membaca dan menelaah berbagai bahasa pustaka dan 
mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan 
objek yang akan dikaji. 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah 
dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga 
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil 
penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu 
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menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan 
yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang 
jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN 
 
A. Sejarah Singkat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 
 Secara historis Kepolisian Republik Indonesia lahir pada 1 Juli 1946. 
Pulau Sulawesi sebagai bagian teritorial Indonesia yang cukup luas menjadi 
pertimbangan dari terbentuknya Kepolisian Daerah Sulawesi pada kurun 
waktu tahun 1950 hingga 1960. Seiring dengan percepatan kemajuan bangsa 
Indonesia, maka tugas serta tanggung jawab Kepolisian semakin berat. 
dengan dikeluarkannya keputusan Kapolri No. Pol. Keputusan/06/IX/1996 
tanggal 16 September 1996 terbentuklah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 
yang berkedudukan di Makasar.  
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan disingkat Polda Sulsel adalah 
pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Polda ini 
tergolong Polda tipe A, karena ini dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian 
Daerah yang berpangkat bintang dua (Inspektur Jenderal Polisi). 
Dahulu Polda ini bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau 
Kodak) XVIII/Sulawesi Selatan dan Tenggara, lalu menjadi Polda Sulselra 
hingga 1996 setelah itu menjadi Polda Sulselbar yang membawahi wilayah 
Sulawesi Barat karena di provinsi itu belum terbentuk secara otonomi 
kepolisian daerah. Sampai bulan Juni 2016, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin 
Haiti resmi mengangkat Kapolda Sulbar yang menandakan resminya berdiri 
Polda Sulbar dan terpisah dari Polda Sulsel. 
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Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan hingga kini telah dipimpin oleh 
15 orang Kapolda antara lain : 
Nama Pejabat Mulai Menjabat Akhir Jabatan 
Kapolda Sulsel (1996–2004) 
Irjen Pol Sofjan Jacoeb  8 Mei 2001 
Irjen Pol Firman Gani 15 Mei 2001 7 Januari 2003 
Irjen Pol Jusuf Manggabarani 7 Januari 2003 2 Mei 2004 
Kapolda Sulselbar (2004–16) 
Irjen Pol Saleh Saaf 2 Mei 2004 19 Desember 2005 
Irjen Pol Aryanto Anang Budiharjo 19 Desember 2005 3 Maret 2008 
Irjen Pol Sisno Adiwinoto 3 Maret 2008 28 Januari 2009 
Irjen Pol Mathius Salempang 28 Januari 2009 31 Agustus 2009 
Irjen Pol Adang Rochjana 31 Agustus 2009 31 Agustus 2010 
Irjen Pol Johny Wainal Usman 31 Agustus 2010 24 Februari 2012 
Irjen Pol Mudji Waluyo 24 Februari 2012 12 Juni 2013 
Irjen Pol Burhanuddin Andi 12 Juni 2013 1 September 2014 
Irjen Pol Anton Setiadji 1 September 2014 7 September 2015 
Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar 7 September 2015 7 April 2016 
Kapolda Sulsel 
Irjen Pol Anton Charliyan 14 April 2016 12 Desember 2016 
Irjen Pol Muktiono 12 Desember 2016 Petahana 
 
B. Makna Logo Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan  
 
 
 
 
 
 
1. Bintang Bersudut Lima melambangkan Pancasila. 
2. Perahu Phinisi melambangkan jiwa masyarakat Sulawesi Selatan berjiwa 
pelaut yang gagah dan berani serta melambangkan kebesaran jiwa dan 
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kemampuan suatu bangsa 
3. Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran masyarakat Sulawesi Selatan 
akan pangan dan sandang. 
4. Warna Hitam melambangkan kekekalan. Warna Merah melambangkan 
keberanian dan kebenaran. Warna Kuning Emas melambangkan kecintaan 
terhadap tugas demi kebesaran bangsa dan negara. Warna Biru 
melambangkan kesetiaan terhadap tugas. Warna Putih melambangkan 
kesucian yang berarti Polri dalam menjalankan tugas senantiasa berdasarkan 
kesucian. Warna Biru Muda Kehijauan melambangkan harapan dan 
kesuburan terhadap perkembangan Polri dari masa ke masa. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Tindak pidana Cybercrime merupakan permasalahan yang 
berkembang di dunia modern. Semakin modern kehidupan masyarakatnya 
maka semakin beragam dan modern juga modus kejahatannya. Masyarakat 
modern umumnya merupakan masyarakat perkotaan yang berorientasi 
dengan perkembangan zaman masa kini terutama dalam hal pengetahuan dan 
teknologi. 
Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana Cybercrime 
adalah kemajuan teknologi itu sendiri yang penggunanya semakin hari 
semakin bertambah namun tidak diiringi dengan pengetahuan 
penggunaannya. Cybercrime adalah kejahatan konvensional teknologi 
informasi yang terjadi di ruang virtual atau maya yang dapat meresahkan 
penggunanya, kerugian yang diakibatkan Cybercrime dapat berupa materiil 
yang tidak sedikit dan imateriil yang kemudian berdampak secara psikologi 
terhadap korban. 
Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis menunjukkan jumlah 
tindak pidana Cybercrime yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel 
berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 
Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam bentuk tabel dari tahun 2014 s.d. 2016 yang 
ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel. 
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JENIS KASUS 2014 2015 2016 
CYBERCRIME 
/ITE 
JTP* PTP* 
PPTP* 
(%) 
JTP PTP 
PPTP 
(%) 
JTP PTP 
PPTP 
(%) 
10 8 80 5 7 140 10 9 90 
Sumber :  Data LAKIP Ditreskrimsus Polda Sulsel tahun 2014 s.d. 2016  
JTP singkatan dari Jumlah tindak pidana 
PTP singkatan dari Penyelesaian tindak pidana 
PPTP singkatan dari Persentase penyelesaian tindak pidana 
Pada tahun 2014 jumah Penyidikan tindak pidana khusus Cybercrime yang 
ditangani oleh satuan kerja Ditreskrimsus Polda Sulsel berjumlah 10 kasus, ditahun 
itu juga diselesaikan sebanyak 8 kasus sehingga persentase penyelesaiannya sebesar 
80%. Ditahun anggaran 2015 Ditreskrimsus mendapat kasus Cybercrime sebanyak 5 
kasus, tetapi penyelesaian tindak pidananya sebanyak 7 kasus karena adanya kasus 
tunggakan sebanyak 2 kasus dari tahun 2014 dan persentasenya menjadi 140%. Pada 
tahun 2016 Ditreskrimsus Polda Sulsel menangani kasus sebanyak 10 kasus 
Cybercrime namun penyelesaiannya sebanyak 9 kasus dengan penyesaian sebesar 
90%. 
Salah satu kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel pada tahun 
2016 dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/144/III/2016/SPKT tanggal 17 Maret 
2016 adalah tindak pidana penipuan tiket pesawat secara on line. Dimana tersangka 
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh 
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tersangka. Korban dijanjikan tiket pesawat sebanyak 47 seat (kursi) via telepon dan 
atau media social LINE, sebelum melakukan pembayaran pelaku sempat 
mengirimkan kode booking ke pelapor akan tetapi setelah pelapor membayar uang 
tiket tersebut kode booking yang sebelumnya dikirim oleh pelaku tidak bias 
digunakan atau belum di ISSUED dikarenakan tiket tersebut belum terbayar. Akibat 
dari perbuatan tersangka, pelaapor mengalami kerugian materiil sebesar                  
Rp. 84.500.000,- (dealapan puluh empat juta rupiah) dan perbuaatn tersangka dapat 
diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 36 Jo. 
Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.  
Menurut keterangan dari Komisaris Polisi (KOMPOL) Drs. MT. Palebang 
selaku Kepala Unit (KANIT) Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sulsel bahwa kasus 
yang paling sering ditangani adalah kasus penipuan lewat media sosial atau melalui 
internet dan kasus hacker atau meretas akun pengguna medeia sosial, kemudian 
memanfaatkan sebagai korban lalu diperas.  
Bentuk-bentuk tindak pidana Cybercrime dalam betuk Ilegal Contens, 
Unauthorized Access to Computer System and Service dan Infrigment of Privacy. 
Unauthorized Access to Computer System and Service yaitu kejahatan yang 
dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer 
secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan 
komputer yang dimasukinya atau biasa kita kenal dengan istilah hacking. Pelaku 
meretas akun korban dengan memasuki sistem jaringan dengan menggunakan bahasa 
pemograman terentu untuk mencuri data yang tersimpan dalam tempat penyimpanan 
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korban. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai hacking ini diatur dalam Pasal 
30 ayat (1), (2) dan (3) UU ITE. 
 Illegal Contents merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau 
informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat 
diangap melangar hukum atau mengganggu ketertiban umum.  
Infringements of Privacy adalah kejahatan ini ditujukan terhadap informasi 
seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini 
biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang 
tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat 
merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit atau 
yang biasa dikenal dengan istilah carding. Untuk kasus carding dapat diancam 
dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE. 
Korban tindak pidana Cybercrime ini tidak hanya menyerang individu 
ataupun kelompok masyarakat tetapi juga dapat menyerang badan usaha. Peran 
korban dalam kejahatan Cybercrime juga beragam mengikut jenis tindak pidana 
Cybercrime yang dilakukan oleh pelaku. Menurut klasifikasi atau tipologi korban, 
korban tindak pidana Cybercrime termasuk dalam tipe participacing victim. 
Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki 
perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. Peranan korban dalam 
terjadinya Cybercrime, dimana hubungan antara teman, keluarga ataupun relasi 
dengan persentase sebesar 50% menempati urutan pertama, kemudian mengenai 
pengetahuan rendah dari pengguna media informasi elektronik yaitu sebesar 40% 
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diurutan kedua dan faktor ketiga yaitu kelalaian korban dengan persentase sebesar 
10%. 
Menurut Kompol M.T Palebang, teknologi yang semakin berkembang tidak 
diimbangi dengan pengetahuan penggunanya, faktor ini biasanya terkait dengan 
penipuan. Korban yang tujuan awalnya mencari kebutuhannya kemudian tertarik 
terhadap barang atau jasa yang ditawarkan tetapi tidak mengetahui apakah barang 
ditawarkan itu ada atau tidak, legal atau ilegal atau situs yang digunakan bersifat asli 
atau palsu. Pelaku melihat kesempatan yang diberikan korban yang mulai tertarik 
dengan barang yang ditawarkan, mengingat bahwa kegiatan jual beli barang atau jasa 
di internet antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu secara langsung. 
Ketika melakukan pembelanjaan secara online kebanyakan pembeli tidak 
mengetahui bagaimana cara aman untuk melakukan transaksi secara aman dan 
rahasia, seperti memasukkan nomor kartu kredit pada situs yang belum diketahui 
keasliannya sehingga nomor kartu kredit bisa tersalin ke suatu sistem yang disiapkan 
oleh pelaku kejahatan. 
Faktor kedua yaitu kelalaian, menurut Kompol M.T Palebang hal ini juga 
berkaitan dengan faktor sebelumnya. Korban terkadang lalai karna tidak mengetahui 
perbuatannya, seperti meninggalkan akun pribadinya dan tidak menutupnya sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan sehingga sewaktu-waktu orang lain bisa 
menggunakan akun tersebut untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut beliau 
mengatakan, hal seperti ini juga bisa terjadi ketika telepon genggam atau laptop 
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korban dicuri lalu data yang tersimpan kemudian digunakan untuk berbuat kejahatan 
atau biasa disebut dengan carding. 
Fakta lain yang ditemukan  penulis adalah banyak dari korban tindak pidana 
Cybercrime tidak melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib dan merelakan 
kejadiannya berlalu begitu saja dengan lebih berhati-hati untuk selanjutnya atau 
menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti menemui langsung pelaku dan meminta 
pertanggungjawabannya. Para korban beranggapan bahwa polisi tidak akan bisa 
menangkap pelakunya, dikarenakan korban mengetahui teknologi yang dimiliki oleh 
kepolisian belum memadai dan membuang waktu. 
B. Pembahasan 
1.  Proses Penyidikan Perkara  
 Adapun proses penyidikan perkara tindak pidana penipuan jual beli 
tiket pesawat On Line berdasarkan Laporan Polisi Nomor : 
LPB/144/III/2016/SPKT tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Sentra 
Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulsel, kemudian            
ditindak lanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel 
sebagai berikut : 
a. Laporan Polisi. 
Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas 
Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang 
karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, 
sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana. 
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Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai 
landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri 
dari Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan 
Polisi Model C dengan pengertian sebagai berikut : 
1) Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang 
mengetahui adanya tindak pidana; 
Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota 
Polri yang membuat laporan. 
2) Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas di SPK 
berdasarkan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh 
seseorang. 
Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas 
penerima laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan 
Laporan kejadian tindak pidana. 
3) Laporan Polisi Model C dibuat oleh penyidik yang pada saat 
melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana 
atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi 
yang sedang diproses. 
Laporan Polisi Model C harus ditandatangani oleh penyidik 
yang menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum 
termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses dan 
disahkan oleh Perwira Pengawas Penyidik. 
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Laporan Polisi Model A dan Model B dan Model C yang telah 
ditandatangani oleh pembuat Laporan Polisi selanjutnya harus disahkan 
oleh Kepala SPK setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses 
penyidikan perkaranya. 
Ketentuan tentang Laporan Polisi diatur dalam Perkap 12 tahun 
2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pengawasan dan pengendalian 
perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Pada contoh kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel 
unit Cybercrime seperti tindak pidana penipuan lewat penjualan tiket on 
line berdasarkan Laporan Polisi Model “B” Nomor : 
LPB/144/III/2016/SPKT tangga 17 Maret 2016 dimana terlapor 
menjanjikan tiket pesawat via telepon dan media sosial, namun setelah 
dilakukan pembayaran uang tiket tersebut, kode booking tidak dapat 
digunakan karena pelaku belum melakukan issued atau pembayaran 
kode booking, akibat perbuatan tersangka korban mengalami kerugian 
uang puluhan juta rupiah.  
Untuk kepentingan penyidikan Ditrreskrimsus Polda Sulsel 
mengeluarkan Surat Perintah Kepada Penyidik/penyidik pembantu 
dengan nomor : SP.Sidik/19/IV/2016/Ditreskrimsus tanggal 14 April 
2016 yang memuat perintah melaksanakan penyidikan tindak pidana 
dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud 
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dalam pasal 28 ayat (1). Jo. Pasal 36 Jo pasal 51 ayat (2) Undang-
undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 
elektronik. 
Surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat dasar penugasan, 
identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan, dan pejabat 
pemberi perintah. 
Penyidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang khusus oleh 
Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik 
Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu 
dapat melakukan tugas penyidikan.  
Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: 
penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar 
perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke 
penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan 
penghentian Penyidikan. 
 
b.  Penyelidikan 
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sedangkan penyelidik 
adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. 
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Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (POLRI) dalam penyelidikan dan penyidikan 
sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun 
demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi 
kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-
masing.  
Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, 
dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian 
kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 
lainnya.  
Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh 
penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap 
tersulit dalam proses penyidikan mengapa demikian? Karena dalam 
tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi 
serta bagaimana dan sebab – sebab tindak pidana tersebut untuk dapat 
menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Adapun 
administrasi penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolsian meliputi : 
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surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan Laporan hasil 
penyelidikan. 
Pada tanggal 29 Maret 2016 dikeluarkan Surat Perintah 
Penyelidikan dengan nomor : SP.Lidik/89/III/2016/Ditreskrimsus 
berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/144/III/2016/SPKT tanggal 17 
Maret 2016, kepada penyidik/penyidik pembantu Ditreskrimsus Polda 
Sulsel Unit Cybercrime Ditteskrimsus Polda Sulsel yang diperintah 
melakukan tugas penyelidikan peristiwa yang diduga tindak pidana 
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 
elektronik, sebagaimana diamksud dalam rumusan pasal 28 ayat (1) 
Jo.Pasal 45 ayat (2) UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
transaksi elektronik dalam wilayah hukum Polda Sulsel. 
Pelaksanaan penyelidikan reserse terdiri atas : 
1. Tugas Kepolisian refresif diemban oleh fungsi reserse, 
dilaksanakan dengan melakukan Penyidikan dalam rangka 
penegakan hukum yang terdiri dari kegiatan-kegiatan 
penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian 
penyerahan perkara.  
2. Penyelidikan dalam rangka penegakan hukum menjangkau 
lingkup tugas yang lebih luas dari pada sekedar refresif 
yaitu berkaitan dengan masalah pemberantasan kejahatan 
dan pelanggaran dengan menemukan tersangkanya untuk 
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selanjutnya dituntut dan diadili. Penyidikan secara tuntas 
baik kasus per kasus maupun secara keseluruhan, 
Pelaksanaan dan hasil penyidikan yang mempunyai akibat 
untuk prefentif dan menangkal. 
3. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan yang 
menjangkau lingkup tugas yang lebih luas tersebut, maka 
penyelidikan Reserse harus dilakukan dengan : Cara yang 
efektif dan efisien sesuai dengan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal 
Khusus Polda Sulawesi Selatan, meliputi tindakan dan daya 
upaya yang telah diatur dalam KUHAP maupun yang belum 
dirumuskan secara tehnis dan mendetail pada kegiatan 
reserse di lapangan, menitik beratkan kepada segi tehnis 
dan keberhasilan, sejauh yang menyangkut aspek yang 
belum terjangkau dalam KUHAP di samping segi yuridis 
dan formalis sejauh yang menyagkut ketentuan-ketentuan 
KUHAP. 
 
c. Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan 
(SPDP) 
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (atau yang disingkat 
SPDP) adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan 
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Negeri/Kejaksaan Tinggi tentang telah dimulainya penyidikan oleh 
penyidik Polri atau PPNS. 
Pada tanggal 21 April 2016 telah dikirim SPDP kepada Kejaksaan 
Tinggi Sulawesi Selatan dengan nomor : 
SPDP/09/IV/2016/Ditreskrimsus yang memberitahukan telah 
dimulainya penyidikan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalm transaksi elektronik dengan cara pelaku 
menjanjikan pelapor tiket pesawat sebanyak 47 seat (kursi) via telepon 
dan/atau media sosial LINE (Penipuan jual beli tiket pesawat on line) 
dan setelah pelapor mengirimkan uang pembelian tiket ke pelaku tiket 
yang dijanjikan ternyata tidak ada, atas kejadian tersebut pelapor 
mengalami kerugian materiil hingga jutaan rupiah, sebagaimana yang 
dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 51 ayat (2) 
Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008. 
Langkah-langkah yang diambil oleh penyidik berdasarkan SOP 
tentang SPDP terdiri atas : 
1. Apabila Penyidik telah berkeyakinan bahwa perkara yang 
ditangani merupakan tindak pidana maka apabila penyidik telah 
memulai melakukan penyidikan, segera memberitahukan kepada 
Jaksa Penuntut Umum melalui SPDP. 
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2. SPDP dibuat dan dikirimkan ke Kejaksaan, apabila Laporan 
Polisi yang diterima tersebut merupakan tindak pidana yaitu 
telah diperoleh bukti permulaan yang cukup pada tersangka  
3. SPDP dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. 
4. SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
sebelum penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya 
paksa.  
5. SPDP harus diperbaharui apabila selama dalam proses 
penyidikan perkara, penyidik mendapatkan/mengidentifikasi 
adanya tersangka baru yang belum termasuk dalam SPDP yang 
dibuat pada awal penyidikan.  
6. SPDP sekurang-kurangnya memuat: 
a) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah 
penyidikan; 
b) Waktu dimulainya penyidikan; 
c) Jenis perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat 
tindak pidana yang disidik; 
d) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah 
diketahui); dan 
e) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP. 
7. SPDP ditandatangani oleh Kepala Kesatuan selaku Penyidik 
atau Penyidik perkara, dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing 
untuk : 
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a) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara 
b) 1 (satu) Lembar untuk Penuntut Umum. 
c) 1 (satu) Lembar untuk Arsip. 
8. SPDP dilampiri Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan 
9. Penomoran SPDP diambil dari nomor urut yang ada pada 
register dimulai/dihentikannya Penyidikan (buku B-3), dan 
dicatat dalam Buku Register tersebut. 
10. Pejabat yang berwenang menandatangani SPDP merupakan 
pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah 
Penyidikan yaitu :  
a) Kepala Badan Reserse Polri di Tingkat Mabes Polri 
b) Direktur Satuan Reserse untuk Tingkat Polda; 
c) Kepala Satuan Reserse untuk tingkat Polres/ Poltabes; atau 
d) Kapolsek untuk tingkat Polsek. 
11. SPDP yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, 
tembusannya disampaikan kepada atasan langsung. 
 
d. Upaya Paksa 
Upaya paksa adalah salah satu kewenangan atau sekumpulan 
tindakan yang diberikan Undang-undang kepada aparat penegak hukum 
(Polisi-Penyidik, Jaksa, Hakim) untuk melakukan perampasan 
kebebasan, yaitu berupa penangkapan; penahanan; penggeledahan; 
penyitaan; dan pemeriksaan surat.  
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1. Penangkapan 
Tindakan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik 
berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau 
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 
Pada tanggal 15 April 2016 dikeluarkan Surat Perintah 
Penangkapan oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel terhadap pelaku 
tindak pidana penipuan jual beli tiket on line dengan Surat 
Perintah nomor : SP.Kap/07/IV/2016/Ditreskrimsus, setelah 
pelaku di tangkap dibuatkan berita acara penangkapan yang 
ditandatangani oleh penyidik yang menangani perkara tersebut 
dan tersangka, serta dibuatkan surat permintaan penetapan 
penangkapan ke Kejaksaan Tinggi Sulsel. 
Langkah-langkah Penangkapan : 
a) Sebelum penangkapan dilakukan, penyidik wajib 
melaporkan kepada atasan Penyidik kegiatan 
penangkapan yang akan dilakukan; 
b) Penyidik sebelum melakukan penangkapan agar 
melakukan briefing dan diskusi untuk membahas 
kegiatan penangkapan termasuk menilai resiko yang 
mungkin berdasarkan informasi, dan mendapatkan 
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cara untuk meminimalisir resiko yang mungkin 
terjadi; 
c) Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan 
Surat Perintah Penangkapan yang sudah disiapkan 
terlebih dahulu kepada orang yang akan ditangkap 
atau orang yang mempunyai hubungan dengan 
tersangka atau pihak lain yang berada di TKP; 
d) Penyidik, sedapat mungkin berkoordinasi dengan 
pihak terkait baik kepolisian setempat termasuk 
pejabat setingkat RT/RW untuk menyampaikan 
kegiatan penangkapan yang akan dilakukan; 
e) Penyidik wajib memberikan peringatan agar 
tersangka menyerahkan bekerja sama untuk 
menyerahkan diri secara baikbaik; 
f) Penyidik setelah memberikan peringatan kepada 
tersangka untuk bekerjasama namun tidak mendapat 
respon, maka langkah paksa secara terukur dan 
melindungi penyidik untuk menangkap Tersangka 
segera dilakukan. Upaya paksa yang dilakukan 
sifatnya melumpuhkan, dan dapat ditingkatkan 
denganmelihat penilaian resiko berkembang 
dilapangan; 
53 
 
g) Penyidik melakukan identifikasi dan dokumentasi 
serta pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka 
yang ditangkap; 
h) Setelah dilakukan penangkapan, Penyidik membuat 
Berita Acara Penangkapan dan permohonan 
penetapan penangkapan dari Pengadilan Negeri; 
i) Setelah tersangka ditangkap, pada kesempatan 
pertama segera dilakukan pemeriksaan dengan 
menggunakan berita acara pemeriksaan tersangka. 
j) Terhadap penangkapan yang menemukan 
benda/barang bergerak maka dapat langsung 
dilakukan penyitaan, sedangkan terhadap benda 
yang tidak bergerak tidak dilakukan penyitaan, 
melainkan disegel/diblokir. Untuk penangkapan 
yang dilanjutkan dengan penyitaan bukti digital, hal 
ini diatur dalam SOP khusus Subdit Fismondev. 
Demikian juga bahwa dalam penyidikan Cybercrime 
, metode penangkapan harus menghindarkan 
tersangka dari perangkat IT yang digunakan untuk 
menjamin keaslian data dan informasi yang 
didapatkan pada komputer dan menghindari 
terjadinya kerusakan barang bukti. 
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2. Penahanan 
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa 
ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau 
Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang. 
Pada tanggal 15 April 2016 dikeluarkan Surat Perintah 
Penahanan oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel dengan nomor : 
SP.Han/07/IV/2016/Ditreskrimsus dengan menempatkan pelaku 
tindak pidana di Rutan Mapolda Sulsel untuk jangka waktu 
penahanan yang menjadi kewenangan Penyidik Polri terhadap 
semua jenis penahanan, paling lama 20 (dua puluh) hari. Satu 
hari terhitung 24 (dua puluh) empat jam, maka penghitungan 
waktu penahanan dihitung berdasarkan jam dilakukannya 
penahanan, membuat berita acara penahanan yang 
ditandatangani oleh penyidik dan tersangka serta mengirim surat 
ke Kepala Kejati Sulsel perihal permintaan penetapan 
penahanan.  
 
3. Pengeledahan 
Tindakan penggeledahan merupakan rangkaian proses 
pembuktian perkara yang termasuk dalam kategori upaya paksa 
penyidik. Dalam proses kegiatan penggeledahan, penyidik 
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melakukan berdasarkan ketentuan hokum yang ada di dalam 
KUHAP dan hukum lainnya. 
Dalam pelaksanaan kegiatan penggeledahan akan 
melibatkan penyidik/penyidik pembantu dan petugas Kepolisian 
lainnya maupun pihak diluar institusi Kepolisian antara lain 
saksi, Kepala Desa / Kepala Lingkungan, penghuni rumah dan 
Pengadilan Negeri. 
Syarat – Syarat Penggeledahan rumah, halaman rumah 
dan tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan terdiri atas : 
1) Syarat formal yang harus dipenuhi : Dalam Surat Perintah 
Penggeledahan harus mencantumkan dasar dilakukan 
penggeledahan yaitu : 
a) Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan 
tentang apa yang dimaksud penggeledahan;  
b) Pasal 5 (1) huruf b pasal 7 (1) huruf d pasal 11, pasal 32 
dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan 
penyidik/penyidik pembantu dalam hal penggeledahan. 
c) Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara 
penggeledahan. 
d) Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan 
penggeledahan tanpa izin dari Ketua PN serta tindakan 
yang tidak diperkenankan. 
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e) Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan 
penggeledahan rumah diluar daerah hukum 
penyidik/penyidik pembantu. 
f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-
Undang yang dipersangkakan, Undang-Undang lain 
yang terkait, Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidik 
dan Surat Perintah Tugas. 
g) Petugas yang melaksanakan penggeledahan adalah 
penyidik yang mendapat perintah dalam surat perintah 
penyidikan;  
h) Ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri; 
i) Dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik 
dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu 
mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, 
namun segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib 
meminta persetujuan Ketua Pengdilan Negeri yang 
bersangkutan; 
j) Penggeledahan yang secara khusus diatur oleh 
UndangUndang yang mengharuskan dimintakan izin 
lebih dulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, 
maka peyidik/penyidik pembantu terlebih dahulu 
memenuhi ketentuan dimaksud misal Undang-Undang 
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RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan 
teknologi elektrik. 
2) Syarat materiil yang harus dipenuhi : 
 Penggeledahan dilakukan dengan mempertimbangkan 
persesuaian alat bukti yang telah ditemukan 
penyidik/penyidik pembantu meliputi keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka 
dengan hasil olah TKP.  
 Adapun bentuk-bentuk alat bukti dimaksud meliputi 
keterangan-keterangan yang diberikan saksi-saksi yang 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, berita 
acara pemeriksaan ahli (pemeriksaan forensik), petunjuk, 
berita acara pemeriksaan dan pengolahan TKP serta berita 
acara pemeriksaan tersangka. 
 
4. Penyitaan 
  Pada tanggal 15 April 2016 Ditreskrimsus 
mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan dengan nomor : 
SP.Sita/22/IV/2016/Ditreskrimsus untuk kepentingan 
penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan perlu 
dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap barang-
barang/benda-benda yang diduga ada kaitannya baik langsung 
maupun tidak langsung dengan tindak pidana penipuan jual beli 
58 
 
tiket pesawat on line, membuat berita acara penyitaan oleh 
penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dan mengirim surat kepada 
Ketua Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor : 
A.801/24/IV/2016/Ditreskrimsus untuk memperoleh persetujuan 
penyitaan dari pengadilan. Berdasarkan Surat Perintah di atas 
dilakukan penyitaan berupa : 
a. 2 (Dua) unit handphone merk Samsung beserta dengan 
kartu telepon selular 
b. 1 (satu) lembar kartu ATM BCA 
c. Dokumen atau surat yang berhubungan dengan tindak 
pidana yang dimaksud. 
  Tindakan penyitaan merupakan rangkaian atau bagian 
penyidikan penyitaan dilakukan dengan pertimbangan 
diperlukannya barang bukti terkait dengan tindak pidana yang 
terjadi untuk pembuktian kasus dan sebagai persyaratan 
kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses 
penyidikan, penuntutan dan peradilan .pembuktian terhadap 
tindak pidana harus dilakukan dengan proses yang benar, 
kesalahan terhadap proses dapat meruntuhkan pembuktian. 
Langkah-Langkah Penyitaan : 
1) Penyidik menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat 
Perintah Penangkapan kepada tersangka; 
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2) Penyidik mengumpulkan dan menghitung jumlah serta 
jenis benda/barang yang akan disita dengan disaksikan 
oleh 2 (dua) orang saksi; 
3) Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam Surat 
Tanda Penerimaan (STP); 
4) Penyidik mendokumentasikan benda/barang yang disita. 
Penyidik memasukkan benda sitaan kedalam kantong 
barang bukti dan disegel; 
5) Penyidik memasukkan barang yang disita kedalam 
kantong barang bukti yang disegel, terhadap 
barang/benda yang tidak dapat dimasukkan dalam 
kantong disegel; 
6) Penyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada 
tersangka yang memiliki atau menguasai benda/barang 
sitaan; 
7) Setelah dilakukan penyitaan membuat Berita Acara 
Penyitaan dan permohonan penetapan penyitaan dari 
Pengadilan Negeri. 
Penyimpanan benda sitaan : 
1) Penyidik berkoordinasi dengan petugas penyimpan 
barang bukti Kepala Bagian Tahanan dan Barang Bukti 
(KABAG TAHTI) pada tingkat Badan Reserse Kriminal 
(BARESKRIM), Direktorat Tahanan dan BArang Bukti 
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(DITTAHTI) pada tingkat Polda, Kasat Tahti pada 
tingkat Polres)  
2) Penyidik melakukan serah terima benda/barang sitaan 
dengan petugas penyimpan barang bukti dan dibuatkan 
Berita Acara Serah Terima. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyitaan : 
1) Syarat Formil : 
a. Memerlukan Surat Izin/Surat Izin Khusus 
Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 
setempat. 
b. Membuat surat perintah penyitaan harus 
mencantumkan dasar dilakukan penyitaan yaitu : 
(1) Pasal 1 butir 16 KUHAP; 
(2) Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat 
(1) huruf d, pasal 14, pasal 40, pasal 41 dan 
pasal 42 KUHAP; 
(3) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; 
(4) Undang-Undang yang dipersangkakan; 
(5) Undang-Undang lain yang terkait; 
(6) Laporan Polisi ; 
(7) Surat Perintah Penyidikan; 
(8) Surat Perintah Tugas; 
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(9) Surat izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari 
Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
(10) Penyidik membuat Berita Acara Penitipan 
dan Perawatan Barang Bukti 
 
2) Syarat Materil : 
(a) Petugas yang melaksanakan penyitaan adalah 
penyidik yang mendapat perintah dalam 
Surat Perintah penyidikan. 
(b) Barang bukti yang di sita adalah di duga 
diperoleh  dari tindakan pidana atau sebagai 
hasil dari tindak pidana, benda yang telah 
dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk 
mempersiapkannya, benda yang 
dipergunakan untuk menghalang-halangi 
penyelidikan tindak pidana, benda yang 
khusus atau diperuntukan melakukan tindak 
pidana, dan benda lain yang mempunyai 
hubungan langsung dengan tindak pidana 
yang di lakukan yang bersesuaian dengan 
keterangan tersangka, saksi atau alat bukti 
lain. 
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   Langkah-langkah penyitaan : 
1) Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas 
dan Surat Perintah Penyitaan kepada pihak 
Penyedia Jasa Keuangan tempat harta 
kekayaan berada; 
2) Penyidik mengkoordinasikan dengan pihak 
penyedia jasa keuangan bahwa setelah 
dilakukan penyitaan, harta kekayaan yang 
telah disita akan dititipkan atau tetap berada 
dipihak Penyedia Jasa Keuangan; 
3) Setelah dilakukan penyitaan membuat Berita 
Acara Penyidikan; 
4) Penyidik memberikan salinan Berita Acara 
Penitipan dan Perawatan Barang Bukti 
kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan. 
5. Pemeriksaan Surat 
 Pada tanggal 28 April 2016 dikirim surat kepada 
Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan 
nomor B/452/IV/2016/Ditreskrimsus perihal permintaan 
pemeriksaan forensik bukti digital yang disita berdasarkan 
Surat Perintah Penyitaan nomor : 
SP.Sita/22/IV/2016/Ditreskrimsus tanggal 15 April 2016. 
Untuk Kepentingan penyidikan dilakukan pemeriksaan secara 
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forensik terhadap barang bukti yang dipergunakan oleh pelaku 
dalam perkara tindak pidana penipuan jual beli tiket on line, 
dan selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan 
laboratorium kriminalistik barang bukti. 
 Di dalam berita acara sebutkan barang bukti yang 
diterima oleh pihak Laboratorium Forensik. Maksud 
pemeriksaan Laboratoris terhadap masing-masing barang bukti 
di atas guna memperoleh informasi riwayat komunikasi berupa 
pesan singkat (SMS incoming dan outgoing) dan riwayat 
panggilan (Panggilan incoming, outgoing dan missed calls) 
maupun Komunikasi Via Media Sosial antara tersangka dan 
korban.  
 Prosedur pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik 
berdasarkan SOP (Standard Operating Procedure) tentang 
prosedur pemeriksaan digital forensic, SOP tentang Akusisi 
Handphone dan Simcard dan SOP tentang Analisis Handphone 
dan Simcard yang merujuk kepada Good Practice Guide For 
Computer Based Electronic Evidence yang diterbitkan oleh 
Association Of Chief Police Officers (ACPO) di Inggris dan 
Forensic Examination Of Digital Evidence : Aguide For Law 
Enforcement yang diterbitkan oleh National Institute Of 
Justice yang berada di bawah Department Of Justice, Amerika 
Serikat.  
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 Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan 
kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel 
(Ditreskrimsus Polda Sulsel) dengan dibungkus dengan kertas 
warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, 
pada persilangan benang pengikat diberi lak segel dan pada 
ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel dan 
ditandatangani oleh pemeriksa, serta dibuatkan berita acara 
pembungkusan dana atau penyegelan barang bukti berupa : 
(1) 2 (Dua) unit Handphone merek Samsung, 1 (Satu) 
kartu ATM BCA; 
(2) 1 (Satu) lembar print out internet bangking pengiriman 
uang pembelian tiket pesawat; 
(3) 1 (Satu) lembar print out rekening koran pengiriman 
uang pembelian tiket pesawat; 
(4) 2 (Dua) lembar print screen percakapan pelapor 
dengan pelaku via media sosial LINE; 
(5) 1 (Satu) lembar Kartu ATM Mandiri; 
(6) 1 (Satu) Lembar print out rekenig koran Mandiri. 
  Barang bukti tersebut di atas dimasukkan ke dalam 
kardus warna hitam yang selanjutnya diikat dengan benang 
berwarna putih dan selanjutnya diberi label barang bukti dan 
kemudian di lak berlogo Tribrata. Lak adalah perekat keras 
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dari damar berwarna merah atau hitam, untuk cap, meterai, dan 
sebagainya. 
e. Pemeriksaan 
 Pemeriksaan dalam proses Penyidikan perkara tindak pidana 
penipuan jual beli tiket pesawat on line dilakukan dengan pemeriksaan 
terhadap tersangka dan pemeriksaan saksi. Pada Jumat tanggal tanggal 
15 April 2016 dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dimana pada 
saat dilakukan pemeriksaan tersangka mengakui segala perbuatan 
yang disangkakan kepadanya. 
 Ketentuan umum dalam pemeriksaan tersangka terdiri atas : 
1) Tersangka diperiksa setelah ada bukti permulaan yang cukup 
bahwa ia diduga sebagai pelaku tindak pidana  
2) Tersangka pada saat diperiksa sebaiknya dalam keadaan sehat 
baik jasmani maupun rohani, apabila tersangka dalam keadaan 
sakit namun masih bisa berkomunikasi dengan baik serta tidak 
keberatan untuk diperiksa, maka pemeriksaan dapat dilakukan. 
3) Sebelum diperiksa diberitahukan terlebih dahulu hak-haknya, 
terutama hak untuk didampingi penasehat hukum. 
4) Apabila tersangka yang dipanggil memberi alasan yang patut 
dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang 
melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat 
kediamannya. 
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Hak-Hak Tersangka 
1) Segera mendapat pemeriksaan. 
2) Untukmempersiapkan pembelaan berhak tersangka 
diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yg dimengerti 
olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu 
pemeriksaan dimulai. 
3) Memberikan keterangan secara bebas. 
4) Untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa. 
5) Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat 
hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat 
pemeriksaan, serta berhak memilih sendiri penasihat hukum, 
bagi mereka yang diancam hukuman > 15 tahun, atau > 5 
tahun, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. 
6) Bagi yang ditahan berhak menghubungi penasihat hukumnya, 
Diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya kepada 
keluarganya / orang serumah, berhak menerima kunjungan 
keluarganya, berhak mengirim / menerima surat, berhak 
menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan. 
7) Berhak mengajukan saksi dan atau ahli yang menguntungkan 
dirinya. 
8) Tidak dibebani pembuktian. 
9) Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. 
10) Berhak mendapatkan turunan BAP. 
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Kewajiban Tersangka 
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana 
Korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik 
termasuk harta benda setiap orang atau korporasi yang 
diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan 
tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh tersangka. 
 Pada tanggal 18 April 2016 dilakukan pemeriksaan 
terhadap saksi korban penipuan jual beli tiket pesawat on line, 
dimana saksi korban diambil keterangannya berdasarkan 
Laporan Polisi nomor : LPB/144/III/2016/SPKT/ tanggal 17 
Maret 2016. 
 
Pelaksanaan pemeriksaan 
a) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi apabila telah 
didampingi penasihat hukum, kecuali atas persetujuan yang 
diperiksa; 
b) Tidak menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang 
sah, sehingga merugikan pihak saksi; 
c) Menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa 
pada awal pemeriksaan 
d) Menjelaskan kepada terperiksa tentang tujuan dan maksud dari 
pemeriksaan 
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e) Untuk mendapatkan keterangan yang sebanyak-banyaknya 
serta benar, usahakan yang diperiksa bersimpati dengan 
pemeriksa, hal tersebut sangat ditentukan oleh: 
1) pendekatan dan penampilan pemeriksa 
2) hasil dari pelaksanaan penyelidikan sebelumnya, 
3) kecepatan waktu pemeriksaan 
4) Kelengkapan bahan / barang bukti dan alat bukti yang 
telah diperoleh sebelumnya. 
5) kelengkapan sarana dan prasarana pemeriksaan 
f) Pemeriksa harus berdaya upaya untuk orang yang diperiksa 
mau menceriterakan semuanya dan sebenar-benarnya; 
g) Tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relepan 
dengan tujuan pemeriksaan; 
h) Tidak melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak 
menghargai hak saksi; 
i) Dalam ilmu psychologi pemeriksaan mengatakan bahwa 
keterangan yang disampaikan secara bebas akan lebih 
mendekati kebenaran dan lengkap; 
j) Pendapat bahwa pemeriksalah yg mempunyai hak untuk bicara 
dan terperiksa hanya menjawab, adalah tidak benar karena 
akan mengakibatkan komunikasi terganggu; 
k) Perhatikan sifat hakiki manusia, yaitu : 
1) manusia ingin selalu dihormati, 
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2) merasa malu dan takut berbuat salah, 
3) berusaha menutupi kesalahannya, dengan cara 
berbohong, yang membutuhkan waktu untuk berpikir. 
4) Tidak dapat menyimpan rahasia 
l) Memberikan kesempatan kepada saksi untuk melaksanakan 
istirahat, melaksanakan ibadah, makan dan keperluan pribadi 
lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
f. Gelar perkara : 
Gelar Perkara adalah upaya Penyidik/Penyidik 
Pembantu berupa bedah perkara dan tindakan 
Penyidik/Penyidik Pembantu dalam rangka percepatan 
penyelesaian proses penyidikan. 
Gelar Perkara merupakan sarana pengawasan dan 
pengendalian yang mempunyai fungsi pertanggungjawaban 
managemen dan administrasi bagi Kepala Kesatuan di satu sisi 
dan kepentingan pertanggungjawaban teknis/taktis serta 
yuridis bagi atasan penyidik dan penyidik pembantu. 
  Jenis perkara yang digelar adalah : 
a) Perkara yang terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi 
oleh penyidik : 
1) Penyidik/Penyidik Pembantu menghadapi kesulitan atau 
ragu dalam hal : 
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a) Menentukan apakah perkara merupakan tindak pidana 
atau bukan (twilight). 
b) Menentukan pasal, UU yang dipersangkakan. 
c) Melakukan tindakan/upaya paksa terhadap tersangka 
atau barang bukti (penggeledahan, penyitaan, 
penangkapan, penahanan dan peningkatan status saksi 
menjadi tersangka). 
2) Proses penyidikan telah berlangsung lama/waktunya 
berlarutlarut (lebih dari 3 bulan) tanpa kemajuan. 
3) Proses penyidikan memasuki tahapan penting atau kritis 
dari tahap penyelidikan ke tahap penindakan dan 
pemeriksaan atau tahap penyelesaian dan penyerahan 
Berkas Perkara atau Penyidikan akan dihentikan/dilanjutkan 
kembali. 
4) Perkara yang disidik juga disidik oleh Penyidik 
Kesatuan/Instansi lain yang juga memiliki kewenangan. 
5) Gelar Perkara dilaksanakan terhadap semua berkas perkara 
yang ditangani yakni pada saat awal menerima Laporan 
Polisi, sebelum dilakukan upaya paksa dan sebelum 
menaikan status saksi menjadi tersangka. 
b) Perkara yang berbobot 
1) Pembuktian perkara cukup sulit dan rumit 
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2) Perkara terkait berbagai Aspek/kebijakan atau kepentingan 
Negara/Instansi, hubungan antar Negara/Dunia 
Internasional, kepentingan lembaga tertentu (Politik, 
Ekonomi, Sosial, Agama, dan Pertanahan). 
3) Perkara melibatkan tokoh penting/mempunyai pengaruh 
luas di masyarakat. 
4) Tersangka merupakan Warga Negara Asing atau tunduk 
pada Undang-undang Hukum acara di luar Peradilan 
Umum. 
c) Komplain masyarakat 
Adanya Komplain masyarakat terhadap tindakan 
Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara dan kuat 
dugaan terjadi penyimpangan teknis/ taktis dan atau kekeliruan 
penerapan pasal Undang-undang dalam penyidikan. 
d) Putusan Pengadilan 
Adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan tindakan 
penyidik/Penyidik Pembantu tidak syah. 
 
Pelaksana gelar 
a. Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara. 
b. Atasan Penyidik/Penyidik Pembantu. 
c. Kepala Kesatuan yang secara Struktural membawahi 
Penyidik/Penyidik Pembantu. 
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Peserta Gelar Perkara. 
Peserta gelar yang berhak menghadiri Gelar Perkara 
disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan. 
a. POLRI (Intern). 
1) Kepala Kesatuan atau pejabat yang mewakili/ditunjuk. 
2) Atasan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani 
perkara bertindak selaku pimpinan Gelar Perkara. 
3) Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara 
sebagai pemapar. 
4) Irwasda 
5) Propam 
6) Bidkum 
7) Notulen yang bertugas mencatat semua kegiatan dan tanya 
jawab Gelar Perkara. 
b. Instansi di luar Polri (Ekstern). 
1) Pimpinan dan pejabat-pejabat tertentu dalam rangka 
Criminal Justice System (CJS). 
2) Pejabat-pejabat tertentu lainnya yang ada hubungannya 
dengan pemeliharaan keamanan. 
3) Peserta Gelar Perkara harus terpilih dan dapat dipercaya 
tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan pihak-
pihak yang terlibat di dalam perkara. 
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Pelaksanaan Gelar Perkara 
1. Sebelum pelaksanaan. 
 Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara 
menyusun.dan mengajukan rencana Gelar Perkara kepada yang 
bertugas mengatur Gelar Perkara (Pawasdik). 
a. Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara 
menyiapkan bahan/materi paparan Gelar Perkara. 3 (tiga) hari 
sebelum pelaksanaan para Peserta telah menerima undangan 
Gelar Perkara. 
b. Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara 
menentukan Notulen yang bertugas mencatat lengkap semua 
kegiatan Gelar Perkara. 
2. Saat pelaksanaan. 
a. Pembukaan. 
b. Paparan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani 
perkara. 
c. Pembahasan / Diskusi. 
d. Kesimpulan dan Penutup. 
Gelar perkara yang diminta oleh Satuan lain (Mabes Polri, 
Propam, Binkum dan Irwasda) pelaksanaannya atas permintaan 
secara tertulis dan harus didampingi oleh Atasan Penyidik atau 
Pawasdik. 
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3. Laporan Setelah Gelar Perkara. 
a. Notulen menyusun laporan pelaksanaan Gelar Perkara dengan 
melampirkan catatan notulen, copy/materi paparan 
Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara, 
kesimpulan dan rekomendasi hasil Gelar Perkara serta daftar 
hadir peserta. 
b. Laporan Gelar Perkara setelah ditanda tangani oleh Pimpinan 
Gelar, Notulen dan Penyidik/Penyidik Pembantu yang 
menangani perkara kemudian disampaikan kepada 
Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara untuk 
dilaksanakan. 
 
f) Penyelesaian berkas perkara 
Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara 
merupakan kegiatan akhir dan proses penyidikan tindak pidana yang 
dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu. Proses yang meliputi 
pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan 
berkas perkara haruslah dilakukan secara cermat dan teliti agar erkas 
perkara memenuhi syarat, tersusun rapih dan sistimatis 
Berkas Perkara adalah kumpulan dan seluruh kegiatan dan atau 
keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana 
dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik/penyidik 
pembantu. Berkas perkara penipuan jual beli pesawat tiket on line 
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dibuat pada tanggal 24 Mei 2016 yang memuat tentang kejadian 
perkara, uraian singkat dan pasal yang dilangar, serta membuat berita 
acara penyegelan berkas perkara. 
Penyusunan Berkas Perkara adalah kegiatan penempatan urutan lembar 
kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas 
perkara yang disusun dalam satu berkas perkara. 
Pemberkasan adalah kegiatan memberkas isi berkas perkara dengan 
susunan, syarat penyampulan, pengikatan dan penyegelan yang telah 
ditentukan serta pemberian nomor berkas perkara. 
 
Langkah-langkah penyusunan berita acara sebagai berikut : 
1) Pembuatan Berita Acara Pendapat/Resume dilakukan oleh Kanit 
atau Penyidik dibawah pengawasan Kanit. Resume berisi tentang: 
Dasar Laporan Polisi, Uraian perkara dan pasal yang disangkakan, 
tempus dan locus delicty, fakta-fakta, Analisa Fakta, Analisa 
Yuridis, serta Kesimpulan. 
2) Berita Acara Pendapat/Resume adalah merupakan ringkasan 
seluruh tindakan penyidik yang telah dilakukan dalam melakukan 
Penyidikan terhadap perkara. Oleh karna itu dalam fakta-fakta 
keterangan saksi-saksi maupun tersangka bukan 
memindahkan/menyalin isi Berita Acara Pemeriksaan, akan tetapi 
berisi tentang ringkasan keterangan dari saksi maupun tersangka. 
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3) Setelah Resume selesai dibuat, Penyidik menyerahkan kepada 
Kanit. Kanit melakukan penelitian terhadap Resume berkaitan 
dengan syarat formilnya yaitu: Dasar Laporan Polisi, Uraian 
perkara dan pasal yang disangkakan, tempus dan locus delicty, 
fakta-fakta serta syarat penulisan Resume itu sendiri. Selain itu 
Kanit melakukan pengecekan terhadap syarat materiilnya yaitu 
korelasi antara analisa fakta dengan analisa yuridisnya terkait 
dengan pemenuhan unsur pasal. 
Resume adalah ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan 
tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan 
tertentu penulisan tertentu 
4) Selesai melakukan pengecekan terhadap syarat formil dan materiil 
Resume, Penyidik dan Kanit membubuhkan tanda tangannya pada 
Resume yang telah dibuat. 
5) Setelah selesai dilakukan penyusunan berkas perkara, penyidik 
melakukan penelitian terhadap isi berkas perkara berkaitan dengan 
kelengkapan formil seperti tanda tangan dan cap/stempel kesatuan 
pada setiap lembar administrasi penyidikan maupun, berita acara 
yang telah dibuat, serta kelengkapan materiilnya. 
6) Setelah diteliti, penyidik mengajukan berkas perkara yang telah 
disusun namun belum dijilid kepada Kanit untuk diteliti kembali 
berkaitan dengan kelengkapan formil, materiil maupun syarat 
penyusunan berkas perkara (vide Petunjuk Teknis Penyidikan 
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Tindak Pidana). Selain itu penyidik mengajukan Surat Pengantar 
Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum kepada Kanit untuk 
otentikasi penyidik membubuhkan paraf di kolom konseptor. 
7) Selanjutnya Kanit membubuhkan tanda tangan pada Sampul 
Berkas Perkara (bagian dalam) dan kemudian mengajukan berkas 
perkara yang belum dijilid kepada Kasubdit. Berkaitan dengan 
Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum 
Kanit membubuhkan paraf untuk otentikasi di kolom Kanit. 
8) Kasubdit melakukan penelitian terhadap berkas perkara dan resume 
berkaitan dengan pemenuhan unsur pasal dan korelasinya dengan 
fakta-fakta penyidikan serta kelengkapan dalam berkas perkara itu 
sendiri. Selesai melakukan penelitian, Kasubdit membubuhkan 
tandatangannya pada Sampul Berkas Perkara (bagian dalam). 
Berkaitan dengan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke 
Penuntut Umum, Kasubdit membubuhkan paraf untuk otentikasi di 
kolom Kasubdit. 
9) Selanjutnya Kasubdit mengajukan berkas perkara yang belum 
dijilid beserta dengan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara 
kepada Penuntut Umum secara berjenjang kepada : 
Urmin, untuk melakukan penelitan terhadap Surat Pengantar 
Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum dan untuk 
otentikasi membubuhkan paraf pada kolom Urmin. 
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a. Kabag Bin Opsnal, untuk melakukan penelitan terhadap Surat 
Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum dan 
untuk otentikasi membubuhkan paraf pada kolom Kabag Bin 
Opsnal. 
b. Wadir, wajib membaca Resume yang memuat fakta-fakta 
penyidikan, Pembahasan mengenai pembuktian Tindak Pidana 
yang dipersangkakan dan Analisis Yuridis (penerapan pasal-
pasal yang diterapkan), kemudian melakukan penelitan 
kembali terhadap isi Berkas Perkara lainnya berikut Surat 
Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum. 
Untuk otentikasi membubuhkan paraf pada kolomWadir. 
c. Direktur, wajib membaca Resume yang memuat fakta-fakta 
penyidikan, Pembahasan dan pembuktian Tindak Pidananya 
serta Analisis Yuridis dan konstruksi hukum penerapan pasal 
yang dipersangkakan, kemudian bila telah disetujui maka 
untuk otentikasi Direktur membubuhkan paraf pada arsip Surat 
serta membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengiriman 
Berkas Perkara ke Penuntut Umum. 
d. Apabila dalam proses penelitian kembali Berkas Perkara 
ditemukan adanya koreksi yang diperlukan dalam setiap 
tahapan yang dilalui, maka Berkas Perkara dikembalikan lagi 
kepada penyidik untuk diperbaiki. 
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e. Setelah Direktur menandatangani Surat Pengiriman Berkas 
Perkara ke Penuntut Umum, penyidik menggandakan Berkas 
Perkara menjadi 4 (empat) rangkap kemudian menjilid dan 
melak Berkas Perkara serta memberikan nomor register 
Berkas. 
 
g) Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum 
Penyerahan Berkas Perkara adalah tindakan penyidik 
untuk menyerahkan berkas perkara clan menyerahkan 
tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada 
Penuntut Umum atau ke Pengadilan dalam hal acara 
pemeriksaan cepat atas kuasa umum sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Langkah-langkah Penyerahan berkas perkara : 
1) Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara ke 
Penuntut Umum (sesuaikan levelering) dengan 
melampirkan Berkas perkaranya. 
2) Mengirim berkas perkara kepada JPU dengan 
menggunakan surat pengantar dan buku Register 
Pengiriman Berkas Perkara. 
3) Bukti Pengiriman/ Tanda Terima dari TU atas pengiriman 
berkas perkara. 
4) Koordinasi dengan JPU. 
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5) Penelitian Berkas Perkara oleh JPU. 
6) Pengembalian Berkas Perkara dari JPU kepada Penyidik 
(P.18 dan P.19). 
7) Pemenuhan petunjuk JPU. 
8) Buat surat pengantar pengiriman kembali berkas perkara 
kepada JPU. 
9) Pengiriman Kembali Berkas perkara kepada JPU dengan 
menggunakan surat pengantar dan buku register 
pengiriman berkas perkara. 
10) Bukti pengiriman/ tanda terima pengiriman kembali 
berkas perkara. 
Pada tanggal 26 Mei 2016 Ditreskrimsus Polda Sulsel 
mengirim surat kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel perihal 
pengiriman berkas perkara tersangka penipuan jual beli tiket 
online dengan nomor surat : C.1/13/V/2016/Ditreskrimsus 
yang merujuk pada : 
a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHAP; 
b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
c. Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan 
nomor : SPDP /09/IV/2016/Ditreskrimsus tanggal 
21 April 2016. 
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h) Penyerahan tersangka dan barang bukti 
Pada tanggal 27 Juli 2016 Ditreskrimsus Polda Sulsel 
mengirim surat kepada Kepala Kajati Sulsel nomor : 
C.102/20/VII/2016/Ditreskrimsus perihal pengiriman 
tersangka dan barang bukti yang merujuk pada : 
a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHAP; 
b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
c. Laporan Polisi Model “B” : LPB / 
144/III/2016/SPKT tanggal 17 Maret 2016; 
d. Surat Perintah Penyidikan nomor : 
Sp.Sidik/19/IV/2016/Ditreskrimsus tanggal 14 
April 2016; 
e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 
nomor : SPDP/09/IV/2016/Ditreskrimsus tanggal 
21 April 2016; 
f. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel nomor : B-
2294/R.4.4/EUH.1/07/2016 tanggal 18 Juli 2016 
(P-21). 
P-21 adalah Pemberitahuan bahwa Hasil 
Penyidikan sudah Lengkap. 
Kode-kode tersebut didasarkan pada Keputusan 
Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 
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Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan 
Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang 
Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode 
tersebut adalah “ kode formulir yang digunakan 
dalam proses Penyidikan dan penyelesaian perkara 
tindak pidana.” 
i. Penghentian penyidikan 
Berdasarkan Peraturan Kabareskrim No. 3 tahun 2014 
tentang SOP pelaksanaan penyidikan tindak pidana, pengertian 
penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik yang tidak 
melanjutkan proses penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti 
atau bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum. Pada kasus 
penipuan jual beli tiket pesawat on line yang ditangani oleh 
Ditreskrimsus Polda Sulsel tidak dapat dihentikan, karena 
tersangka terbukti melakukan tindak pidana penipuan jual beli tiket 
on line atau tersangka melanggar pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 51 ayat 
(2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE. 
2. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak 
Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line 
Kendala dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli 
Tiket Pesawat On Line ini telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis yaitu 
mengenai keterbatasan alat yang dimiliki oleh pihak Kepolisian, 
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penghilangan barang bukti oleh pelaku, dan mengingat bahwa kasus 
Cybercrime memiliki cakupan wilayah yang sangat luas tidak hanya antar 
provinsi di Indonesia tetapi juga lintas negara. Beberapa kendala tersebut di 
atas dapat mengurangi kefektifan gerak dan kegiatan pihak Kepolisisan untuk 
menanggulangi kejahatan Cybercrime , oleh karena itu pemenuhan atas 
kendala di atas dapat segera teratasi seperti koordinasi yang cepat dan terarah, 
pemenuhan alat-alat yang mendukung untuk melacak pelaku dan alat yang 
dapat mengembalikan kembali data yang hilang.  
Untuk itu peran aktif masing-masing pihak sangat diperlukan dalam 
menanggulangi tindak pidana Cybercrime dan pihak yang diberi 
tanggungjawab dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara optimal dan 
diatasi dengan baik. 
Cybercrime merupakan kejahatan yang yang terjadi di wilayah maya 
atau virtual. Namun perlu diingat bahwa masyarakat yang berada di wilayah 
maya atau virtual tersebut adalah masyarakat nyata yang perlu mendapatkan 
perlindungan dan perhatian khusus oleh aparat penegak hukum. 
Penanggulangan merupakan langkah yang dapat digunakan untuk mencegah 
terjadinya pengulangan tindak pidana atau mengurangi angka kejahatan. 
Aparat penegak hukum juga berkewajiban untuk melindungi kepentingan 
korban Cybercrime dan mengingatkan korban akan perannya yang dapat 
memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan. 
Kerugian yang dialami korban Cybercrime tidak hanya rugi secara materiil 
tetapi juga langsung kepada kondisi kejiwaan seseorang. 
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Setiap perbuatan pidana memiliki sanksi tegas yang telah diatur 
sebelumnya. Diharapkan dengan tegasnya sanksi yang diberikan kepada 
pelaku kejahatan dapat mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan jahat 
atau dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Pelaku pada kasus 
hacking misalnya, setelah mendapat sanksi dapat juga diberi pengarahan 
berdasarkan kemampuannya untuk membantu pihak kepolisian mengungkap 
berbagai kasus yang berkaitan dengan Cybercrime sehingga dapat 
memperbaiki kualitas hidupnya dan tidak mengulangi perbuatannya. 
Sehingga peran masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dapat 
berjalan sesuai tanggung jawabnya dan dijalankan berdasarkan rasa keadilan 
dan sebaik-baiknya. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil uraian bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terjadinya tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat on line faktor 
kurangnya pengetahuan yang dimiliki korban untuk menghindari 
kejahatan Cybercrime dan kurangnya pengetahuan mengenai 
bertransaksi secara aman dan nyaman melalui internet. 
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di wilayah 
Sulawesi Selatan dalam hal ini yang dilakukan oleh Direktorat Reserse 
Kriminal Khusus Polda Sulsel dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui 
upaya preventif (pencegahan) dengan cara sosialisasi dan pemblokiran 
situs yang dianggap memiiliki muatan yang dilarang oleh undang-undang 
serta dengan upaya represif (penal).  
Namun dari kedua upaya yang dilakukan pihak Kepolisian, belum dapat 
mengurangi kasus Cybercrime yang setiap tahun mengalami peningkatan. Upaya 
represif dengan menindaklanjuti setiap kasus yang dilaporkan belum dapat 
dioptimalkan karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut 
antara lain, kurangnya alat penunjang yang dimiliki oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel 
dan seringnya pelaku yang menghilangkan barang bukti. 
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B. Saran 
1. Tindak pidana Cybercrime perlu menjadi perhatian kita semua. Unit 
khusus yang dibentuk oleh Kepolisian sebaiknya tidak hanya melakukan 
sosialisasi, pemblokiran terhadap situs yang diduga memuat unsur 
kejahatan ataupun menindaklanjuti ketika ada laporan, tetapi sebaiknya 
menerapkan polisi cyber yang dapat mengawasi pengunjung ataupun 
pengguna media elektronik. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk 
mencegah dan mengungkap tindak pidana dengan modus beragam seperti 
ini untuk menghindari adanya korban akibat tindak pidana Cybercrime . 
2. Setiap orang, baik pengguna media infromasi dan transaksi elektronik 
untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap seluruh modus tindak 
pidana Cybercrime yang semakin canggih. Setiap orang yang 
bertransaksi melalui internet diharapkan agar mengenali dulu situs, 
dengan siapa bertransaksi dan dengan tidak memberikan kode sandi 
ataupun membuka link yang tidak dkenali, serta menjalin hubungan baik 
dengan teman/keluarga/relasi serta lebih berhati-hati bertutur atau 
menyampaikan kritik di media sosial. 
3. Alat yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus 
Cybercrime masih sangat terbatas jumlah dan penggunaannya ini perlu 
dioptimalkan baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat 
mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum 
kita untuk menangani kasus Cybercrime . 
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